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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pensertipikatan Tanah Kas Desa (TKD) merupakan bagian dari 

kegiatan pengelolaan pertanahan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang kemudian 

dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), 

memberikan landasan yuridis bagi penyelenggaraan kebijakan 

pengelolaan pertanahan. Pada akhirnya pengelolaan tersebut bertujuan 

untuk mewujudkan kepastian hukum dalam hal hubungan-hubungan 

hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa termasuk pula 

dengan perbuatan-perbuatan hukum yang terkait dengan sumber daya 

alam tersebut. 

Tanah Kas Desa adalah tanah yang dikuasai oleh pemerintah desa 

yang hasilnya menjadi sumber pendapatan desa. Inventarisasi aset TKD 

dan pensertipikatan TKD merupakan langkah awal yang dapat diambil 

pemerintah desa guna optimalisasi TKD sebagai sumber pendapatan desa 

tersebut. Pensertipikatan TKD diproses oleh pemerintah desa di kantor 

pertanahan setempat dimana TKD berada melalui kegiatan pendaftaran 

TKD. Pendaftaran wajib dilakukan karena TKD juga merupakan obyek 

pendaftaran tanah. 
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Pensertipikatan TKD dimaksudkan untuk pengamanan aset desa, 

untuk menjamin kepastian hukum TKD serta untuk menertibkan 

penggunaan dan pemanfaatan TKD. Pensertipikatan TKD merupakan 

bagian dari kegiatan pengurusan dalam pengelolaan TKD. Menurut 

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1996 pengelolaan TKD 

terdiri dari kegiatan pengurusan, pemanfaatan dan pendayagunaan serta 

pemeliharaan TKD. 

Pensertipikatan TKD seharusnya dapat berjalan sejak UUPA mulai 

diberlakukan yaitu pada tanggal 24 September 1960, namun hal ini tidak 

dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga terkadang menimbulkan 

kasus penjualan TKD. Kebanyakan dari kasus yang terjadi tersebut 

dikarenakan TKD belum bersertipikat sehingga mudah diselewengkan 

untuk kepentingan pribadi oknum pemerintah desa. Di Desa Besole 

Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Tengah 

misalnya, sekretaris desa menjual TKD seluas 18 hektar untuk 

kepentingan pribadinya (Republika, edisi 29 Oktober 1998). Terjadi 

unjukrasa 500 warga Desa Serut Kecamatan Gedangsari ke DPRD 

Gunungkidul menuntut pengembalian TKD seluas hampir 60 hektar yang 

telah diserobot mantan pejabat pamong desa. Bahkan ironisnya TKD 

seluas 1.400 M2 lolos disertipikatkan tahun 1997 (Kedaulatan Rakyat, edisi 

4 Desember 2004). Lurah Desa Trimulyo Sleman yang diduga menjual 

TKD juga tidak lepas dari jeratan hukum (Kompas, edisi 28 Desember 

2007). Penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan dilaksanakan 
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karena tersangka menjual TKD seluas 2.000 M2 tanpa musyawarah 

dengan Badan Permusyawarahan Desa (BPD).  

Undang-Undang Pokok Agraria mulai berlaku di Yogyakarta  pada 

tanggal 1 April 1984 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 

1984. Sejak UUPA berlaku di wilayah Yogyakarta, ternyata TKD di Desa 

Pengasih Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo baru diproses 

pensertipikatannya setelah adanya pelepasan TKD tahun 2004. 

Berdasarkan hasil prasurvey TKD Pengasih yang dilepaskan tersebut 

yaitu TKD Pengasih di Dukuh Kepek Persil P.3a Kelas VI, P.3b Kelas VI 

dan P.3c Kelas VII. Selanjutnya TKD tersebut diganti menjadi 19 bidang 

tanah yang kemudian disertipikatkan pada tahun 2006. Tanah pengganti 

TKD tersebut berada di Desa Pengasih sebanyak 12 bidang  dan di Desa 

Sendangsari sebanyak 7 bidang. 

Keberadaan TKD di Desa Pengasih selain 19 bidang yang telah 

bersertipikat Hak Pakai tersebut, sebanyak 86 bidang atau 68,80% dari 

total TKD sejumlah 125 bidang bersertipikat karena adanya kegiatan 

kerjasama pensertipikatan TKD pada tahun 2007. Kerjasama tersebut 

terjadi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kulon Progo.  

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kiranya perlu untuk 

dilakukan penelitian terhadap TKD Pengasih Kecamatan Pengasih. 

Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui alasan keterlambatan 
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pensertipikatan TKD Pengasih Kecamatan Pengasih hingga 22 tahun 

khususnya setelah adanya proses pelepasan TKD di Dukuh Kepek Persil 

P.3a Kelas VI, P.3b Kelas VI dan P.3c Kelas VII. Penelitian juga 

dimaksudkan untuk mengetahui pensertipikatan tanah pengganti dari TKD 

yang dilepaskan tersebut.  

Peneliti juga merasa tertarik dengan adanya Surat Menteri Dalam 

Negeri Nomor 593/2643/PUOD Tahun 1992 perihal Pengelolaan Tanah 

Kas Desa Yang Tidak Produktif Lagi dan Penggunaan Uang Ganti Rugi 

terhadap pengelolaan TKD Pengasih di Dukuh Kepek Persil P.3a Kelas VI, 

P.3b Kelas VI dan P.3c Kelas VII yang tergolong kurang produktif. Pada 

kenyataannya TKD tersebut tetap dikelola untuk pertanian dan baru 

dilepaskan oleh Pemerintah Desa Pengasih pada tahun 2004. Pelepasan 

itupun dilaksanakan karena adanya permohonan dari Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kulon Progo untuk melaksanakan program sejuta rumah di 

Kabupaten Kulon Progo. Hal ini mengindikasikan selama kurun waktu 12 

tahun Pemerintah Desa Pengasih kurang mengindahkan adanya 

himbauan Surat Menteri Dalam Negeri tersebut. 

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, peneliti merasa tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul: 

“Studi Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Desa Pengasih Kecamatan 

Pengasih Kabupaten Kulon Progo”. 
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B. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, peneliti 

merumuskan permasalahan dalam 3 (tiga) pertanyaan penelitian. 

1. Mengapa pensertipikatan Tanah Kas Desa Pengasih, Kecamatan 

Pengasih baru dilaksanakan pertama kali pada tahun 2006? 

2. Bagaimana pelaksanaan pensertipikatan tanah pengganti Tanah Kas 

Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih? 

3. Bagaimana pemanfaatan dan pendayagunaan Tanah Kas Desa 

Pengasih, Kecamatan Pengasih terhadap kontribusi pendapatan yang 

optimal bagi Desa Pengasih? 

 

C. Batasan Istilah 

Sehubungan dengan luasnya istilah dalam penelitian ini, maka 

perlu adanya batasan istilah agar tercapai suatu pemikiran yang sama 

antara peneliti dan semua pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Adapun batasan istilah yang dimaksud adalah sebagaimana berikut ini. 

1. Pengelolaan Tanah Kas Desa menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri 

Nomor 22 Tahun 1996 meliputi kegiatan pengurusan, pemanfaatan 

dan pendayagunaan serta kegiatan pemeliharaan TKD. 

2. Tanah Kas Desa adalah suatu tanah yang dimiliki oleh pemerintah 

desa dan dikelola untuk kegiatan usaha desa sehingga menjadi salah 

satu sumber pendapatan desa yang bersangkutan (Instruksi Menteri 

Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1996). 
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3. Pensertipikatan merupakan cara, perbuatan atau proses sertipikasi 

(mencatatkan tanah dalam bentuk sertipikat). Sertipikat adalah surat 

tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)     

huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, 

hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-

masing sudah dibukukan dalam buku tanah bersangkutan (Pasal 1 

angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997). 

4. Pemanfaatan adalah proses atau cara menjadikan sesuatu ada 

gunanya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005:711). Pemanfaatan 

TKD dapat berupa sawah, tambak atau bentuk usaha desa lainnya. 

5. Pendayagunaan adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan 

hasil dan manfaat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005:242). 

Pendayagunaan TKD dilaksanakan dengan cara swakelola, bagi hasil, 

sewa, gotong-royong dan cara lain. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 

1. alasan pensertipikatan Tanah Kas Desa Pengasih, Kecamatan 

Pengasih baru dilaksanakan pertama kali pada tahun 2006; 

2. pelaksanaan pensertipikatan tanah pengganti Tanah Kas Desa 

Pengasih, Kecamatan Pengasih yang telah dilepaskan; 



 

 

7

7

3. pendayagunan dan pemanfaatan Tanah Kas Desa Pengasih, 

Kecamatan Pengasih terhadap kontribusi pendapatan yang optimal 

bagi Desa Pengasih. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. dapat memberikan masukan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon 

Progo bahwa tanah pengganti Tanah Kas Desa juga merupakan obyek 

pendaftaran tanah;  

2. dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Desa Pengasih 

Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo agar bijaksana dalam 

mengelola Tanah Kas Desa yang dimilikinya; 

3. dapat dipublikasikan dan digunakan sebagai bahan pustaka pada 

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta; 

4. dapat menambah pengetahuan bagi peneliti di bidang pertanahan 

mengenai Tanah Kas Desa yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, 

khususnya di Desa Pengasih Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon 

Progo.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dikemukakan pada bab sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pensertipikatan TKD Pengasih Kecamatan Pengasih baru 

dilaksanakan pertama kali pada tahun 2006, karena kurang 

diterapkannya pengetahuan pejabat Pemerintah Desa Pengasih 

mengenai pensertipikatan TKD, kurangnya monitoring dari Pemerintah 

Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta, tidak adanya pengalokasian dana khusus untuk 

pensertipikatan TKD, minimnya manfaat kepemilikan Sertipikat Hak 

Pakai TKD yang dapat dirasakan Pemerintah dan masyarakat Desa 

Pengasih serta kurang adanya intuisi dan terbatasnya perhatian yang 

dapat diberikan Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo terhadap 

pensertipikatan TKD. 

2. Pelaksanaan pensertipikatan tanah pengganti TKD Pengasih 

Kecamatan Pengasih, yaitu dimulai dari kegiatan pelepasan TKD, 

pengadaan tanah pengganti TKD hingga proses pemberian hak dan 

pendaftarannya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo. 
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Pelaksanaan pelepasan TKD serta prosedur pengadaan tanah 

pengganti TKD Pengasih di Dukuh Kepek telah sesuai dengan 

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 

2003 dan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 32/IZ/2004, namun ada beberapa hal yang belum sesuai 

seperti: jangka waktu pengadaan tanah pengganti dan kriteria tanah 

pengganti. 

Kegiatan pemberian hak dan pendaftaran hak tanah pengganti TKD 

Pengasih, telah sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) UUPA, Pasal 39 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 dan Peraturan Menteri 

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 

1999, namun ada beberapa bidang yang belum sesuai dengan 

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005. 

3. Pemanfaatan TKD Pengasih baik sebelum dan setelah dilepaskan 

belum dapat maksimal memberikan kontribusi bagi Pemerintah Desa 

Pengasih. Sedangkan pendayagunaan TKD Pengasih setelah diganti 

pada lokasi lainnya, TKD tersebut ada 6 (enam) bidang yang dapat 

dikelola sendiri oleh Pemerintah Desa Pengasih. Pengelolaan secara 

swadaya ini memang belum dapat memberikan kontribusi pandapatan 

yang optimal bagi Desa Pengasih karena hasilnya belum dapat 

dipanen dan juga terdapat 1 (satu) bidang TKD yang dimanfaatkan 

untuk kepentingan umum. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang 

telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti dapat memberikan saran-

saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Desa Pengasih, yaitu: 

a. Pemasangan plakat tanda bidang tanah TKD Pengasih hendaknya 

segera dilaksanakan. Langkah ini perlu diambil agar seluruh aparat 

dan masyarakat Desa Pengasih mengetahui keberadaan TKD 

yang dimilikinya, mengingat ada 7 (tujuh) bidang TKD Pengasih 

yang terletak di Desa Pengasih. 

b. Pensertipikatan tanah pengganti TKD Pengasih hasil pelepasan 

TKD Pengasih di Dukuh Kepek Persil P.3a Kelas VI, P.3b Kelas VI 

dan P.3c Kelas VII yang lainnya hendaknya segera dimohonkan 

haknya dan diproses pensertipikatannya pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kulon Progo. 

c. Prioritas peningkatan kontribusi pendapatan Desa Pengasih dari 

adanya TKD harus diutamakan, sehingga sebaiknya Pemerintah 

Desa Pengasih tidak lagi menambah bidang tanah untuk lungguh 

perangkat desa dari tanah pengganti TKD yang dilepaskan. 

d. Perlu merealisasikan peningkatan pemanfaatan TKD seluas 

11.180 M2 yang tergolong kurang produktif, misalnya dengan 

pembangunan kios desa, tempat fotocopian atau pasar desa. 
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2. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo agar mengecek 

kembali peta yang digunakan untuk memetakan seluruh bidang tanah 

yang telah diterbitkan sertipikatnya. Bagi bidang tanah khususnya TKD 

yang belum dipetakan seyogyanya bidang tanah tersebut segera 

dipetakan agar terjamin letaknya secara hukum. 

3. Bagi Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo Bagian Pemerintahan 

Desa, yaitu: 

a. Hendaknya segera meminta sertipikat asli TKD dari Pemerintah 

Desa Pengasih dan menginventarisasinya dengan baik dan aman. 

b. Memotivasi pemerintah desa se-Kabupeten Kulon Progo terutama 

Pemerintah Desa Pengasih untuk mengoptimalkan pendapatan 

desa dari pemanfaatan TKD. Hal ini perlu dilaksanakan mengingat 

pembangunan Kabupaten Kulon Progo untuk kedepannya akan 

melewati Desa Pengasih, sehingga TKD yang ada dapat 

digunakan untuk mendukung kegiatan pembangunan tanpa 

mengalihkannya kepada pihak lain. 
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